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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, Kecamatan tidak lagi merupakan satuan wilayah kekuasaan
pemerintahan, melainkan sebagai satuan wilayah kerja atau pelayanan, status
kecamatan kini merupakan perangkat daerah Kabupaten/Walikota yang dengan
jelas dalam Pasal 209 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yakni, “Perangkat
daerah Kabupaten/Walikota terdiri atas seqre;tariat daerah, sekqtariat DPRD,
Inspektorat, Dinas, Badan, dan Kecamatan.

Maka mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional
maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintah daerah. Salah satu
perubahan yang sangat esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan
fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam
kerangka asas dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam
kerangka asas desentralisasi. Sebagai perangkat daerah, camat dalam menjalankan
tugasnyamendapat pelimpahan wewenang dari dan bertanggung jawab ke pada
bupati/walikota.

Camat tidak lagi berkedudukan sebagai kepala wilayah kecamatan dan
sebagai alat pemerintah pusat dalam menjalankan tugas-tugas dekonsentrasi,
namun telah beralih menjadi perangkat daerah yang memiliki sebagian
kewenangan otonomi daerah dan penyelenggaraan pemerintahan diatur dalam
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pada pasal 225 ayat 1 Undang-Undang

23 Tahun 2014 tertuang beberapa tugas pokok dan fungsi camat, Kemudian secara
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rinci di jelaskan dalam Pertauran Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2008 Tugas
Camat dalam Penyelenggaraan pemerintahan.

Pengaturan penyelenggraan kecamatan baik dari sisi pembentukan,
kedudukan.,tugas dan fungsinya secara legalistik diatur dengan peraturan
pemerintah.sebagai  perangkat daerah, camat mendapatkan palimpahan
kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat, selain itu kecamatan
juga akan mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan.

Kedudukan kecamatan sebagai perangkat kabupaten/kota. Maka
implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan,
baik secara struktural, fungsional maupunkultural dalam tatanan penyelenggaraan
pemerintah daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu menyangkut
kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan
perangkat wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi
perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi. Sebagai perangkat daerah,
camat dalam menjalankan tugasnyamendapat pelimpahan wewenang dari dan
bertanggung jawab ke pada bupati/walikota.

Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi
pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang
bertujuan pada peningkatan kesejahtraan rakyat sejalan dengan prinsip tersebut di
laksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.

Implementasi kebijakan otonomi daerah tersebut mendorong terjadinya
perubahan secara struktural, fungsional dan kultural dalam keseluruhan tatanan
penyelenggaraan pemerintahan daerah, salah satu perubahan yang sangat esensial

adalah yang berkenan dengan kedudukan, kewenangan, tugas, dan fungsi Camat.
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Perubahan paradigmatik penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut,
mengakibatkan pola distribusi kewenangan Camat menjadi sangat tergantung
pada pendelegasian sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota
untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan
pemerintahan umum, yang mempunyai implikasi langsung terhadap optimalisasi
peran dan kinerja camat dalam upaya pemenuhan pelayanan kepada masyarakat.

Camat selaku pemimpin kecamatan mempunyai kedudukan dan peranan
yang sangat penting dan menentukan bagi keberhasilan pelaksanaan program-
program dari instansi pemerintah dalam wilayah kecamatan, karena
penyelenggaraan program dari instansi-instansi lainnya di kecamatan berada di
bawah koordinasi Camat. Salah satu program/kegiatan dari instansi lainnya yang
harus di koordinasikan oleh Camat selaku pemimpin kecamatan adalah
pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Hal ini sesuai dengan amanat
PP.19 Tahun 2008 yang menegaskan bahwa Camat mempunyai tugas melakukan
pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja pemerintah maupun
wasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di
wilayah kecamatan.

Dalam dinamika politik, ekonomi dan budaya, mengupayakan
terwujudnya ketentraman dan ketertiban wilayah sebagai perwujudan
kesejahteraan rakyat serta masyarakat dalam kerangka membangun integritas
kesatuan wilayah. Dalam hal ini, fungsi utama camat selain memberikan
pelayanan kepada masyarakat, juga melakukan tugas-tugas pembinaan wilayah.
Dengan demikian, peran camat dalam penyelenggaraan pemerintahan lebih

sebagai pemberi makna pemerintahan diwilayah kecamatan, atas dasar
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sebagai pemimpin dalam pelaksanaan pembagunan. Dalam penelitian ini, masalah

yang akan

diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksaan tugas dan fungsi camat dalam penyelenggaraan
pemerintahan di Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara?

2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksaan tugas dan fungsi camat
dalam penyelenggaraan pemerintahan di  di Kecamatan Padang Bolak

Kabupaten Padang Lawas Utara?

1.3. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas dan banyaknya tugas-tugas yang harus
dilaksanakan oleh camat baik di bidang pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan serta tugas-tugas pembatuan lainnya, dan luasnya cakupan pera,
tugas pokok dan fungsi camat dalam penyelenggaraan pemerinatahan maka ruang
lingkup penelitian dibatasi pada tugas pokok dan pungsi camat dalam
mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Padang

Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1.4.1. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksaan tugas dan fungsi camat dalam
penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang

Lawas Utara.
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2. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi
pelaksanaan tugas fungsi camat dalam penyelenggaraan pemerintahan di

Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.

1.4.2. Manfaat penelitian
Setelah penelitian ini dilaksanakan dan menempatkan sutu gambaran yang
ada sesuai dengan data dilapangan, diharapkan dapat memberikan masukan yang
berguna bagi dunia akademis maupun dunia praktis. Adapun kegunaan penelitian
ini adalah sebagai berikut:
1. Kegunaan Teoritis
Kegunaan teoritis menjelaskan bahwa hasil penelitian bermanfaat memberikan
sumbangan pemikiran atau memperkaya konsep-konsep, teori-teori terhadap
ilmu pengetahuan dari penelitian yang sesuai dengan bidang ilmu dalam suatu
penelitian.
Adapun kegunaan teoritis dalam penelitian ini adalah:
Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan khususnya studi Kepemerintahan
yang sifatnya teoritis terutama konsep-konsep tentang peran kepemimpinan
camat dengan kenyataan empiris yang ada dilapangan dan guna mendapatkan
gambaran tentang topik penelitian yang penulis lakukan.
2. Kegunaan Praktis
Kegunaan Praktis menjelaskan bahwa hasil penelitian bermanfaat memberikan
sumbangan pemikiran bagi pemecahan masalah yang berhubungan dengan
topik atau tema sentral dari suatu penelitian, dan penelitian ini berguna secara
teknis untuk memperbaiki, meningkatkan dlsb suatu keadaan berdasarkan

penelitian yang dilakukan dan mencari solusi bagi pemecahan masalah yang

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 296/24—

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas 1)!{89&% %FS% (repository.uma.ac.id)29,/7/24



Ratna Sari Harahap - Peranan Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan....

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas MSS&%%FS% (repository.uma.ac.id)29,/7/24



Ratna Sari Harahap - Peranan Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan....

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Otonomi Daerah

Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik dengan
pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan asas desentralisasi. Pelaksanaan asas
desentralisasi politik, tampak pada adanya perubahan relasi antara pemerintah
pusat dan daerah (Kacung Marijan, 2010:153).

Asas desentralisasi telah memberikan kewenangan yang luas kepada
pemerintah daerah. Pilihan otonomi daerah merupakan pilihan yang sangat
strategis dalam rangka memelihara national state yang sudah lama ndibangun.

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah,
otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Otonomi daerah adalah kewenganangan daerah otonomom untuk mengatur

dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundabg-undangan.
Sedangkan otonom adalah kesatuan masyrakat hukum yang mempunyai batas
daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat menurut praksarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan daerah dengan otonomi adalah proses peralihan dari sistem
dekonsentrasi kesistem desentralisasi. Otonomi adalah penyerahan urusan

pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah yang bersifat operasional dalam
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Berdasarkan pelaksanaannya peranan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:
Peranan yang diharapkan (expected roles) ialah cara ideal dalam pelaksanaan
peranan menurut penilaian masyarakat. Masyarakat menghendaki peranan yang
diharapkan dilaksanakan secermat-secermatnya dan peranan ini tidak daj
ditawar dan harus dilaksanakan seperti yang ditentukan. Peranan jenis ini antara
lain peranan kepemimpinan. Sedangkan Peranan yang disesuaikan (actual roles),
yaitu cara bagaimana sebenarnya peranan itu dijalankan. Peranan ini
pelaksanaannya lebih luwes, dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi
tersebut.

Peranan yang disesuaikan mungkin tidak cocok dengan situasi setempat,
tetapi kekurangan yang muncul dapat dianggap wajar oleh masyarakat
(Hendropuspio, dalam Narwoko, 2007: 160). Fungsi dari peranan ialah :

a. Memberi arah pada proses sosialisasi (instruksi dan konsultasi)
b. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan

(delgasi)

c. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat (partisipasi)
d. Menghidupkan sistem pengendali dan kontrol, sehingga dapat

melestarikan kehidupan masyarakat (pengendalian)

2.3. Camat dan Kecamatan

Kecamatan adalah salah satu entias pemerintah yang memberikan
pelayanan langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat. Sebagai
subsistem pemerintah di Indonesia, kecamatan mempunyai kedudukan cukup
strategis dan memainkan peran fungsional dalam pelayanan dan administrasi

pemerintahan, pembangunan serta kemasyarakatan.
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Studi tentang kecamatan di Indonesia telah dilakukan oleh para ahli baik
dari dalam maupun luar negeri, meskipun jumlahnya masih relative terbatas,
beberapa studi yang menonjol misalnya D.D Fagg Tahun 1958 yang mengkaji
camat dengan kantornya, selain itu terdapat studi lain yang di lakukan oleh Nico
Schule Nordholt yang mengkaji organisasi pemerintahan kecamatan dengan
menitik beratkan pada hubungan camat dengan lurah atau kepala desa. Menurut
Nordholt (1987:23-24), kajian tentang kecamatan berarti mencakup tiga
lingkungan kerja yaitu:

a. Kecamatan dalam arti kantor camat;
b. Kecamatan dalam arti wilayah, dalam arti seorang camat sebagai kepalanya;
c. Camat sebagai Bapak “pengetua wilayahnya”

Seperti roda kehidupan, kedudukan kecamatan juga mengalami pasang
naik dan pasang surut, seiring perubahan kebijakan politik pemerintahan yang
berlaku seagai hukum positif.Pada masa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974
dikenal pembagian daerah menurut sifatnya yaitu daerah yang memiliki otonomi
atau disebut juga daerah otonom yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi
terdiri daridaerah otonom tingkat I dan daerah otonom tingkat II. Selain itu ada
pula pembagian wilayah administrative atau juga disebut wilayah yang di bentuk
berdasarkan asas dekonsentrasi. Di dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1974di sebutkan bahwa wilayah Republik Indonesia dibagi dalam tiga
tingkatan wilayah admistratif yaitu Provinsi atau Ibukota Negara, Kabupaten atau
Kotamadya, serta pada tingkatan paling bawah yaitu Kecamatan.

Apabila dipandang perlu antara tingkatan Kabupaten dengan Kecamatan

dibentuk Kota Administratif. Sistem pemerintahan daerah di Indonesia kembali
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mengalami perubahan mendasar sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor
22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang ditetapkan pada tanggal 7 Mei
1999. Undang-Undang ini pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi.
Sesuai amanat Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang
Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan
Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan
Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, penyelenggaraan
otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata
dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor Tahun 2014, bulir 1
disebutkan bahwa, Pemberian otonomi yang seluas-luasnyakepada Daerah
diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui
peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping
itu, keleluasaan otonomi mencakup pulakewenangan yang utuh dan bulat dalam
penyelenggaraannya mulai  dariperencanaan, pelaksanaan, pengawasan,
pengendalian dan evaluasi.

Yang dimaksud dengan otonomi yang nyata adalah keleluasaan daerah
untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang secara
nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup, dan berkembang di daerah. Yang
dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan
pertanggung jawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan
kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah

dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2'1/&/24—

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas 1)!{89&% %FS% (repository.uma.ac.id)29,/7/24



Ratna Sari Harahap - Peranan Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan....

kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan
demokrasi, keadilan dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi
antara pusat dan daerah serta antar-daerah dalam rangka menjaga keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
dikemukakan bahwa daerahprovinsi berkedudukan sebagai daerah otonom
sekaligus wilayah administratif. Dengan kata lain daerah provinsi dibentuk
berdasarkan asas desentralisasi dan dekonsentrasi. Asas dekonsentrasi
dilaksanakan secara meluas ditingkat provinsi dan secara terbatas ditingkat
kabupaten/kota, terutama untuk kewenangan yang mutlak berada di tangan
pemerintah pusat.

Model ini oleh B.C Smith (1985) dinamakan sebagai “Fused Model”.
Daerah kabupaten/kota merupakan daerah otonom semata yang dibentuk
berdasarkan asas desentralisasi,dan menurut Smith modelini dinamakan®Split
Model” (Smith:1985). Karenaasas dekonsentrasi urusan pemerintahan khusus,
diluar dekonsentrasi urusan pemerintahan umum berhenti sampai ditingkat
provinsi, maka kecamatan menurutnya tidak lagi menjalankan urusan
dekonsentrasi.

Kecamatan bukanlagi merupakan wilayah administratif melainkan wilayah
kerja perangkat daerah kabupaten dan daerah kota.Berbeda dengan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1974, kedudukan kecamatan menurutUndang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 paragraf 8 pasal 221 adalah merupakan perangkat daerah
kabupaten dan daerah kota, dan kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai

perangkat daerah kabupaten dan daerah kota dalam rangka meningkatkan
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koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan

masyarakat Desa/kelurahan.

Dari kedua defenisi mengenai kecamatan diatas dapat diinventarisasi
perbedaan sebagai berikut:

a. Kecamatan yang semula merupakan wilayah kekuasaan berubah menjadi
wilayah kerja. Wilayah kekuasaan menunjukkan adanya yuridikasi
kewenangan di dalamnya, sedangkan wilayah kerja lebih merupakan wilayah
pelayanan kepada masyarakat.

b. Kecamatan yang semula dibentuk dalam rangka pelaksanaan asas
dekonsentrasi berubah sebagai pelaksana asas desentralisasi.

Perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, kemudian
dilanjutkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004dan di perbaharui lagi
pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Perubahan mencakup mengenai
kedudukan kecamatan menjadi perangkat daerah kabupaten/kota, dan camat
menjadi pelaksana sebagian urusan pemerintahan yang menjadi wewenang
Bupati/Walikota. Di dalam Pasal 209 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 dinyatakan bahwa, “Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat
daerah, secretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan
kelurahan™.

Pasal tersebut menunjukkan adanya dua perubahan penting yaitu:

a. Kecamatan bukan lagi wilayah administrasi pemerintahan dan dipersepsikan
merupakan wilayah kekuasaan camat. Dengan paradigmabaru, kecamatan

merupakan suatu wilayah kerja atau areal tempat camat bekerja.
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b. Camat adalah perangkat daerah kabupaten dan daerah kota dan bukan lagi
kepala wilayah administrasi pemerintahan,dengan demikian camat bukan lagi
penguasa tunggal yang berfungsisebagaiadministratorpemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan, akan tetapimerupakan pelaksana sebagian
wewenang yang dilimpahkanolehBupati/Walikota.

Perubahan kedudukan kecamatan dan kedudukan camat, membawa
dampak padakewenangan yang harus dijalankanolehcamat. Namun demikian ada
karakter yang berbeda antara status perangkat daerah yang ada pada kecamatan
dengan instansi/lembaga teknis daerah. Bila ditelaah lebih lanjut, kewenangan
camat justru lebih bersifat umum dan menyangkut berbagai aspek dalam
pemerintahan dan pembangunan serta kemasyarakatan. Hal ini berbeda dengan
instansi dengan lembaga dinas daerah ataupun lembaga teknis daerah yangbersifat
spesifik.

Sebagai perangkat daerah,camat memiliki kewenangan delegatif seperti
yang dinyatakan dalam Pasal 226 ayat (1) bahwa: “Selain melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud dalam pasal 225 ayat(1), camat dapat melimpahkan
sebagian kewengan Bupati/Walikota untuk melaksanakansebagian urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota”.Ini berarti
bahwa kewenangan yang dijalankan oleh Camat merupakan kewenangan yang
dilimpahkan oleh Bupati/ Walikota. Dengan demikian luas atau terbatasnya
pelimpahan kewenangan dari Bupati/Walikota sangat tergantung pada keinginan

politis dari Bupati/Walikota.
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pengawasan dan urusan pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas
sesuatu Instansi dan tidak termasuk urusan rumah tangga Daerah”. Urusan
pemerintahan umum ini diselenggarakan oleh setiap kepala wilayah pada setiap
tingkatan scbagai wakil pemerintah pusat di daerah dalam rangka melaksanakan
asas dekonsentrasi.

Tugas umum pemerintahan yang diselenggarakan oleh Camat tidak
dimaksudkan sebagai pengganti urusan pemerintahan umum, karena Camat bukan
lagi sebagai kepala wilayah. Selain itu, intinya juga berbeda. Tugas umum
pemerintahan sebagai kewenangan atributif mencakup tiga jenis kewenangan
yakni kewenangan melakukan koordinasi yang meliputi lima bidang kegiatan,
kewenangan melakukan pembinaan serta kewenangan melaksanakan pelayanan
kepada masyarakat. Kewenangan koordinast dan pembinaan merupakan bentuk
pelayanan secara tidak langsung (indirect services), karena yang dilayani adalah
entitas pemerintahan lainnya sebagai pengguna (users), meskipun pengguna
akhirnya (end users) tetap masyarakat. Sedangkan kewenangan pemberian
pelayanan kepada masyarakat, pengguna (users) maupun pengguna akhirnya (end
users) sama yakni masyarakat. Jenis pelayanan ini dapat dikategorikan sebagai
pelayanan ecara langsung (direct services).

Diberikannya kewenangan atributif bersama-sama kewenangan delegatif
kepada Camat menurut Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 sebenarnya
merupakan koreksi terhadap Undang-Undang nomor 22 Tahun 1999. Pada masa
Undang-Undang tersebut, Camat hanya memiliki kewenangan delegatif dari
Bupati/Walikota tanpa disertai kewenangan atributif. Dalam prakteknya selama

Undang-Undang tersebut berlaku, masih banyak Bupati/Walikota yang tidak
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mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Camat, entah karena tidak tahu
ataupun karena tidak mau tahu. Akibatnya banyak Camat yang tidak mengetahui
secara tepat mengenai apa yang menjadi kewenangannya. Mereka umumnya
hanya menjalankan kewenangan tradisional yang sudah dijalankan secara turun-
temurun, padahal peraturan perundang-undangannya sudah berubah. Posisi camat
menjadi serba tidak menentu.

Sebagai intitusi publik, keberadaan camat hendaknya dimanfaatkan secara
optimal untuk melayani masyarakat. Jangan sampai dana publik yang dikeluarkan
untuk membayar gaji PNS dan membiayai fasilitas kantor namun tidak member

manfaat bagi rakyat sebagai pemilik kedaulatan.

2.4. Tugas Pokok dan fungsi Camat
Dalam penyelenggaraan pemerintahan tertuang dalam Undang-undang 23
tahun 2014 pasal 225 ayat (1) yang menyebutkan tugas dan fungsi camat antara
lain:
a. Menyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25 ayat (6);
b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c¢. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan
oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;

g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
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1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
Adapun tugas camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan
masyarakat meliputi:

a. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan
pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan
pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan

b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja
baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan
kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan

¢. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat
di wilayah kecamatan bai yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah
maupun swasta

d. melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai
dengan peraturan perundang-undangan; dan,

e. melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja
kecamatan kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada satuan kerja
perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
Tugas ini meliputi:

a. Melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik I[ndonesia
dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan
penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah

kecamatan.
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5. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat

kecamatan, meliputi:

a. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi
vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan

b. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja
perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan

c. melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat
kecamatan; dan

d. melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
kepada bupati/walikota.

6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, meliputi:

a. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan
desa dan/atau kelurahan

b. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan
administrasi desa dan/atau kelurahan

c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau
kelurahan

d. melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada
bupati/walikota.

e. melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau

kelurahan di tingkat kecamatan; dan
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tersebut karena dinilai akan mengancam keseimbangan yang ada dalam kehidupan
bermasyarakat.

Memandang masyarakat sebagai sebuah sistem, menurut Parsons ada 4
sub-sistem yang menjalankan fungsi-fungsi utama dalam kehidupan
bermasyarakat yaitu:

1. Fungsi adaptasi

2. Fungsi pencapaian tujuan

3. Fungsi integrase

4. Fungsi untuk mempertahankan atau menegakkan pola dan struktur masyarakat.

Fungsi adaptasi akan diperankan oleh sub-sistem ekonomi yang
melaksanakan fungsi-fungsi ekonomi, misalnya pelaksanaan produksi dan
distribusi barang dan jasa serta akan menghasilkan fasilitas-fasilitas atau alat-alat
yang akan digunakan dalam mencapai tujuan dari sistem itu sendiri.

Fungsi pencapaian tujuan akan diperankan oleh sub-sistem politik yang
melaksanakan fungsi distribusi kekuasaan dan monopoli unsure penggunaan
paksaan yang terlegitimasi. Sub-sistem ini juga akan bekerja memaksimalkan
potensi masyarakat dalam mencapai tujuan kolektifnya.

Fungsi integritasi diperankan oleh sub-sistem hokum yang melaksanakan
fungsi integrasi, misalnya dengan cara mempertahankan tata cara dan keterpaduan
antara komponen sistem yang saling berbeda pendapat, pandangan dan kerangka
moralitas untuk membentuk solidaritas sosial.

Fungsi mempertahankan dan menegakkan pola dan struktur masyarakat

diperankan oleh sub-sistem budaya yang menangani urusan pemeliharaan nilai-
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nilai dan norma-norma budaya yang berlaku dalam proses kehidupan
bermasyarakat.

Masyarakat adalah suatu kesatuan yang selalu berubah yang hidup karena
proses perubahan masyarakat yang menyebabkan perubahan tersebut. Kehidupan
yang teratur dan aman dalam kehidupan bermasyarakat disebabkan pengorbanan
sebagian kemerdekaan anggota-anggotanya, baik dengan paksaan atau dengan
sukarela. Pengorbanan dalam hal ini adalah dengan menahan nafsu dan perbuatan
sewenang-wenang untuk mengutamakan kepentingan dan keamanan bersama.
Paksaan dalam hal ini adalah dengan tunduk kepada hukum dan aturan-aturan
yang berlaku dalam masyarakat (Negara, Perkumpulan dan lain-lain), sedangkan
sukarela berarti menurut adat dan berdasarkan keinsyafan akan persaudaraan
dalam kehidupan bersama tersebut.

Setiap tindakan manusia dalam kehidupan bermasyarakat menyebabkan
hubungan baru yang sifatnya kekal ataupun sementara. Hubungan itu adalah
mengikat ataupun menceraikan. Masyarakat tersusun dari golongan-golongan atau
berbagai organisasi yang oleh manusia yang hidup dalam alam modern harus
dialami misalnya kehendak untuk berorganisasi harus didahului dengan menjadi
anggota dari sebuah organisasi. Selanjutnya jika seseorang keluar dari golongan
atau perkumpulan tertentu, maka dilain waktu ia harus memasuki lingkungan atau
golongan lain.

Proses masyarakat tersebut terjadi oleh naluri manusia dimana. Manusia
adalah mahluk sosial dimana jika dua orang atau lebih saling berinteraksi
berdasarkan suatu motif atau tujuan dan proses interaksi tersebut terjadi berulang

kali menurut pola-pola tertentu maka dengan sendirinya terbentuklah masyarakat.
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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif
dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang
dilakukan dengan tujuan utama untuk membuat gambaran tentang suatu kegiatan
secara objektif. Penelitian yang dimaksudkan untuk mengukur suatu fenomena
sosial tertentu dangan mengembangkan konsep dan menghimpun data tetapi tidak
melakukan pengujian hipotesa (Singarimbun, 2008 : 17).

Selanjutnya, menurut Kirk dan Miller Penelitian Kualitatif adalah tradisi
tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada
pengamatan terhadap manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan
dengan orang —orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya
(Moleong 2007 : 4).

Sedangkan metode penelitian deskrifitif analisis merupakan metode
penelitian dengan cara mengumpulkkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya
kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat

memberikan gambaran menganai masalah yang ada (Sugiyono, 2008:105).

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Padang Bolak Kabupaten
Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara adapun waktu penelitian

dilaksanakan pada Mei sampai dengan Juni 2016.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unixggggtsaﬂ\gﬁgfpeés%ﬁory uma.ac.id)29/7,/24



Ratna Sari Harahap - Peranan Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan....

3.3. Informan Penelitian

Informan Penelitian adalah orang yang diperkirakan menguasai dan
memahami data, informasi,ataupun fakta dari suatu objek penelitian.Dalam
penelitian ini penulis menggunakan informan yang terdiri dari :

1. Informan Kunci, yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai
informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Informan kunci dalam
penelitian ini Camat Padang Bolak.

2. Informan Utama, yaitu mereka yang terlibat secara langsung dalam interaksi
sosial yang diteliti. Dalam penelitian ini yang berperan sebagai informan utama
adalah : Kepala Desa Kecamatan Padang Bolak.

3. Informan Tambahan, yaitu orang-orang yang tidak terlibat secara langsung
dalam persoalan penelitian namun mengetahui tentang masalah yang diteliti.
Adapun informan tambahan dalam penelitian ini adalah beberapa orang warga

di Kecamatan Padang Bolak kabupaten Padang Lawas Utara.

3.4. Teknik Pengumpulan data
1. Teknik Pengumpulan Data Primer Yaitu pengumpulan data yang diperoleh
secara langsung pada saat kita melakukan penelitian, yaitu dengan melakukan :
a. Wawancara
Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara
melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan informan
yang telah diajadikan sumber data. Sehingga akan diperoleh informasi yang

berkaitan dengan penelitian.
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BAB YV

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian maka dapat di simpulkan sebagai berikiut:

1. Pelaksanaan tugas dan fungsi camat dalam penyelenggaraan pemerintahan di
Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Kabupaten Padang Lawas Utara
meliputi pengarahan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi telah di laksanakan
oleh camat Padang Bolak sesuai dengan ketentuan undang-undang Nomor 23
Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008, dan Peraturan
Bupati Nomor 9 Tahun 2008, hal itu di buktikan dari cara camat Kecamatan
Padang Bolak memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dangan garis
koordinasi teknis fungsional serta melakukan pengawasan dengan tindakan
peninjauan langsung agar program yang di rencanakan mencapai hasil yang
maksimal serta melakukan evaluasi dengan menerapkan fungsi POAC
(Planning, organizing, actuating dan controlling) ini seperti yang
diungkapakan George terry yang mengatakan bahwa oragnisasi yang baik

adalah organisasi yang selalu melakukan fungsi POACH .

[\

. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan tugas dan fungsi camat
dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Padang Bolak Kabupaten
Paten Lawas Utara yaitu:

a. Lingkungan kerja merupakan faktor pendukung karena camat Padang Bolak

kerabkali menjalin komunikasi serta pertemuan yang intens baik di internal

pemerintahan kecamatan maupun masyarakat yang di Kecamatan Padang

Bolak.
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b. Sarana dan prasarana merupakan faktor penghambat karena kurang layaknya
kendaraan operasional yang ada serta gedung pertemuan yang kumuh sehingga
program vang ada kurang maksimal dalam pengimplementasian.

¢. Sumber daya manusia merupakan faktor pendukung dan penghambat, sebagai
pendukung karena camat Padang Bolak mempnyai latar belakang sarjana
pendidikan dan master manajemen sehingga dapat megarahkan, membina,
mengawasi, dan mengavaluasi program kecamatan dengan disiplin ilmunya
namun sebagai faktor penghambat karena masyarakat yang di kecamatan
Padang Bolak kurang responsif terhadap program kecamatan yang ada di

Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Lawas Utara.

5.2 Saran

1. Camat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam hal ini
koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat harus lebih ditingkatkan.
Mulai dari mendorong partisipasi masyarakat, melakukan pembinaan dan
pengawasan, serta evaluasi harus lebih diperhatikan agar dapat tercapai tujuan
bersama yang lebih maksimal.

2. Masyarakat di Kecamatan Padang Bolak sebaiknya lebih meningkatkan
kesadaran diri (Mawas) agar program yang ada bisa terimplementasikan
dengan baik dan camat Padang Bolak sebaiknya meningkatkan hubungan
komunikasi dengan pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara agar sarana
dan prasarana yang ada di Kecamatan Padang Bolak dapat dibenahi. Faktor-
faktor yang berpengaruh seperti kepemimpinan camat, sarana dan prasarana,
serta faktor Sumber Daya Manusia juga seharusnya lebih ditingkatkan dan
diperhatikan agar pelaksanaan tugas dan fungsi camat bisa lebih maksimal.
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